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WALIKOTA GOROjMTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 42 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Men imbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintab 

Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah, 

ke tentuan mengenai kedudukan , susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah 

d i te tapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ke tentuan mengenai 

kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

tata kerja perangkat daerah d ia tur deng;an Peraturan 

Wal ikota; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu P in tu Kota Gorontalo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintab Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 191); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO 
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B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Pei-aturan Wal ikota i n i yang d imaksudkan dengan : 

1. Daenih adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintab Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

P in tu Kota Gorontalo. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu P in tu Kota Gorontalo. 

6. Un i t ]Pelaksana Teknis selanjutnya disel jut UPT adalah u n s u r pelaksana 

teknis pada Dinas. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menun jukan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegav/ai Negeri Sipi l 

da lam rangka menja lankan tugas pokok dan fungsi keahl ian dan 

ketrajmpilan u n t u k mencapai t u j u a n organisasi. 

BAB 11 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dinas berkedudukan d i bawah dan b e r r ^ g g u n g jawab kepada Wal ikota 

Gorontalo mela lu i Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

(2) Dinas! d ip imp in oleh Kepala Dinas. 

Pasal 3 

Dinas mempunya i tugas memban tu Kepaki Daerah melaksanakan u r u s a n 

pemer intahan d i b idang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu p i n t u 

kota gorontalo yang menjadi kewenangan daerah kota gorontalo dan tugas 

pembantuan yang d iber ikan kepada daerah kota gorontalo. 
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Pasal 4 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3, Dinas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pe rumusan kebi jakan teknis dibidang per iz inan dan Nonperiz inan serta 

penanaman modal ; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintab daerah d ib idang 

periz inan dan Nonperiz inan serta penanaman modal ; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas d ib idang periz inan dan Nonperiz inan 

serta penanaman modal ; 

d. penyelenggaraan pelayanan admin is t ras i per iz inan dan Nonperiz inan 

serta penanaman modal ; 

e. pelaksanaan koordinasi pelayanan periz inan dan Nonperiz inan serta 

penanaman modal ; 

f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan periz inan dan 

Nonperiz inan serta penanaman modal ; 

g. menyelenggarakan promosi dan kerjasama investasi d ib idang 

penanaman modal ; dan 

h . mengadakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal serta 

mener ima pengaduan dan advokasi yang berkai tan dengan per iz inan dan 

Nonperiz inan serta penanaman modal . 

BAB 111 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Dinas terd i r i dar i : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. B idang Penanaman Modal; 

d. Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi ; 

e. B idang Pelayanan Perizinan dan Nonperiz inan; dan 

f. Kelorapok Jabatan Fungsional . 
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Pasal 6 

(1) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada Pasal 5 h u r u f b terd i r i dar i : 

a. Subbagian Program; 

b. Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaian. 

(2) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i p imp in oleh 

Sekretaris. 

(3) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a dan h u r u f b 

d ip imp in oleh Kepala Subbagian. 

Pasal 7 

Bidang Pemanaman Modal sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f c 

membawahi : 

a. Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal; 

b. Seksi Promosi; dan 

c. Seksi Penanaman Modal. 

Pasal 8 

Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi sebagaimiana d imaksud 

da lam Pasal 5 h u r u f d membawahi : 

a. Seksi Pengendalian; 

b. Seksi Data; dan 

c. Seksi Sistem Informasi. 

Pasal 9 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperiz inan sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 5 h u r u f e membawahi : 

a. Seksi Pelayanan; 

b. Seksi Perizinan; dan 

c. Seksi Nonperizinan. 
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Pasal 10 

Bidang sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 d ip imp in 

oleh Kepala Bidang dan Seksi d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 11 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Dinas sebagaimana te reantum dalam lampi ran 

yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Wal ikota i n i . 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pasal 12 

Kepala Dinas mempunya i tugas d i b idang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu p i n t u sesuai pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis. 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12, Kepala 

Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan pengkoordinasian, integrasi, s ingkronisasi dan 

s impl i f ikasi kegiatan baik da lam l ingkangan dinas penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu p i n t u m a u p u n dengan instans i / u n i t kerja 

la in yang terkait ; 

b. mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebi jakan teknis 

d ib idang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu p i n t u ; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan adminis t ras i 

ketatausahaan me l iput i u r u s a n u m u m , kepegawaian, keuangan serta 

rencana dan program; 

d. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan 

kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu p i n t u ; dan 

e. member ikan saran dan a tau pert imbangan kepada kepala daerah 

tentang langkah- langkah a tau t indakan yang per lu d iambi l da lam bidang 

tugasnya. 



Bagian Kedua 

Sekretariat 

Paragraf 1 

Sekretaris 

Pasal 14 

Sekretaris Dinas mempunya i tugas penatausahaan d i b idang perencanaan, 

program, pelaporan, kepegawaian, u m u m dan kearsipan berdasarkan 

pera turan perundang-undangan u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanci d imaksud dalam Pasal 14, 

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d ib idang perencanaan, penyusunan 

program, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan admin is t ras i 

kepegawaian berdasarkan pera turan perundang-undangan sebagai acuan 

pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan penyusunan rencana program, keuangan dan adminis t ras i 

kepegaivaian sesuai k ebu tuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, perlengkapan, kearsipan, 

surat menjrurat dan adminis t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman 

u n t u k peningkatan pelayanan; 

d. melaksanakan kegiatan dib idang perenc;anaan program clan pelaporan 

berdasarkan kebu tuhan u n t u k ter t ibnya pelaksanaan u n i t kerja; 

e. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan berdasarkan skala 

pr ior i tas u n t u k ter t ibnya adminis t ras i keuangan; 

f. melaksanakan kegiatan adminis t ras i kepc^gawaian berdasarkan ketentuan 

u n t u k ter t ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

g. mendis t r ibus i tugas perencanaan program, pelaporan, keuangan 

perlengkapan, kearsipan dan admin is t ras i kepegawaian u n t u k ketepatan 

w a k t u dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

h . member ikan pe tun juk kepada bawahan da lam pelaksanaan perencanaan 

program, pelaporan, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan adminis t ras i 

kepegawaian u n t u k ketepatan w a k t u dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

i . mengkonsul tas ikan tugas dengan atasan secara l isan m a u p u n ter tu l is 

u n t u k beroleh pe tun juk ; 
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j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang 

mela lui rapat / per temuan u n t u k penyatuan pendapat; 

k. menyusun laporan has i l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Program 

Pasal 16 

Kepala Subbagian Program mempunya i tugas d i bidang perencanaan, 

penyusunan program, kegiatan dan pelaporan sesuai perundang-undangan 

yang ber laku u n t u k dasar pelaksanaan tugas. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 16, Kepala 

Subbagian Program menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun program, perencanaan dan pelaporan kegiatan sesuai 

ke tentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengurnpulkan peraturan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis 

admin is t ras i penyusunan program pijreneanaan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan penjmsunan rencana kerja anggaran berdasarkan program 

u n t u k kelancaran tugas u n i t ; 

d. membagi tugas adminis t ras i penyusunan program, perencanaan dan 

pelaporan kepada bawahan sesuai tupoks i u n t u k kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e. membimbing bawahan dib idang program berdasarkan ke tentuan u n t u k 

ter t ibnya pelaksanaan tugas; 

f. memeriksa hasi l penyusunan adminis t ras i d ib idang program, 

perencanaan, dan pelaporan sesuai ke tentuan u n t u k meng<3tahui t ingkat 

kebenaian dan keakuratan ; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan admin is t ras i d ib idang 

program secara berkala agar d ike tahu i perkembangan pelaksanaan tugas; 
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h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas kepada atasan mela lu i per temuan 

u n t u k mendapatkan arahan dan pe tun juk ; 

i . mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian 

mela lui pertemuan/rapat u n t u k menyatuan pendapat; 

j . membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi atasan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan la in yang d iper in tahkan oleh atasan baik 

l isan / ter tu l is u n t u k kelancaran tugas kedinasan 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, 

U m u m dan Kepegciwaian 

Pasal 18 

Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaian 

mempunya i tugas memimp in dan mengkoordinasikan penyusunan rencana 

kegiatan, pengelolaan perlengkapan, kearsipan, surat menyurat , dan 

pengelolaan adminis t ras i kepegawaian dan men jmsun laporan serta 

member ikan pelayanan adminis t ras i sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

berdasarkan pera turan perundang undangan u n t u k kelancaran tugas. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada pasal 18, Kepala 

Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 

a. menelaah kebi jakan teknis pengelolaan perlengkapan, kearsipan, surat 

menyurat , dan pengelolaan administras i kepegawaian sesuai k e b u t u h a n 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mereneanakan pengelolaan, kearsipan, surat menyurat , dan pengelolaan 

admin is t ras i kepegawaian sesuai ketentuan u n t u k menjadi program; 

c. mengelola perlengkapan mela lu i s imda barang u n t u k mengetahui aset 

i m i t kerja; 

d. mengelola kearsipan dan surat menyurat sesuai j en isnnya u n t u k 

ter t ibnya adminis t ras i u n i t kerja; 

e. memproses adminis t ras i kepegawaian sesuai j en isnnya u n t u k ter t ibnya 

admin is t ras i kepegawaian; 
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f. menyusun analisis beban kerja (ABK) sesuai pe tun juk pelaksanaan dan 

pe tun juk teknis u n t u k mengetahui kebu tuhan pegawai; 

g. membimbing tugas d ib idang pengelolaan perlengkapan, kearsipan, surat 

menyurat dan pengelolaan adminis t ras i kepegawaian u n t u k ketepatan 

w a k t u dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. memb(;r ikan pe tun juk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas 

pengelolaan perlengkapan, kearsipan, surat menyurat , dan pengelolaan 

admin is t ras i kepegawaian u n t u k ketepatan w a k t u dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk ; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian la innya 

mela lu i rapat/ per temuan u n t u k penyatuan pendapat; 

k. menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Ketiga 

Bidang Penanaman Modal 

Paragraf 1 

Kepala Bidang Penanaman Modal 

Pasal 20 

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunya i tugas menel i t i dan mengkaji 

potensi, peluang dan kebi jakan yang berkai tan dengan pensmaman modal 

serta menyusun proyeksi dan membuat peta investasi penanaman modal . 

Pasal 21 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 20, Kepala 

Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 

a. meng impun kebi jakan teknis operasional pengembangan penanaman 

modal ba ik penanaman modal asing m a u p u n penanaman modal da lam 

negeri serta menja l in kerjasama dib idang investasi; 
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b. merenc:anakan kegiatan pengembangan penanaman modal dan 

me lakukan promosi potensi daerah dan kerjasama dib idang investasi 

sesuai skala pr ior i tas u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. mend is t r ibus ikan tugas pengembangan penanaman modal sesuai tugas 

masing-masing u n t u k kelancaran dan ketepatan w a k t u ; 

d. member ikan pe tun juk kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas 

pengembangan penanaman modal dan mcjlakukan promosi potensi daerah 

dan kerjasama dib idang investasi u n t u k opt imalnya pelaksanaam 

tugas; 

e. me lakukan kegiatan pengembangan penanaman modal dan me lakukan 

promosii potensi daerah dan kerjasama dib idang in>^estasi u n t u k 

opt imalnya pelaksaan tugas; 

f. memproses dokumen investor sesuai Icetentuan perundang-undangan 

u n t u k ]pengembangan penanaman modal ; 

g. member ikan pe tun juk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas 

pengembangan penanaman modal u n t u k ketepatan w a k t u dian kelancaran 

pelaksgmaan tugas; dan 

h . melaksanakan tugas la in yang dipeidntahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal 

Pasal 22 

Kepala Seksi Pengembangan I k l i m Penanjaman Modal mempunya i tugas 

menelaah, mereneanakan serta me lakukan analisa potensi jaengembangan 

i k l i m penjanaman modal sesuai pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis 

u n t u k menar ik investor dapat menanamkan modalnya. 

Pasal 23 

Da lam mc;laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam pasal 22, Kepala 

Seksi Pengembangan I k l i m Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pengemt>angan i k l i m penenaman modal 

sesuai k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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f. menjcusun analisis beban kerja (ABK) sf;suai pe tun juk pelaksanaan dan 

petunj uk teknis u n t u k mengetahui kebu tuhan pegawai; 

g. membimbing tugas d ib idang pengelolaan perlengkapan, kearsipan, surat 

menyurat dan pengelolaan administras i kepegawaian u n t u k ketepatan 

w a k t u dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. member ikan pe tun juk kepada bawahan da lam pelaksanaan tugas 

pengelolaan perlengkapan, kearsipan, surat menyurat , dan pengelolaan 

admin is t ras i kepegawaian u n t u k ketc;patan w a k t u dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas; dengan atasan secara l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh petunjuk; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian la innya 

mela lu i rapat/ pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

k. menyuisun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelanc;aran tugas kedinasan. 

Bagicm Ketiga 

Bidang Penanaman Modal 

Paragraf 1 

Kepala Bidang Penanaman Modal 

Pasal 20 

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunya i tugas menel i t i dan mengkaj i 

potensi, p>eluang dan kebi jakan yang berkai tan dengan penanaman modal 

serta menyusun proyeksi dan membuat peta investasi penanaman modal . 

Pasal 21 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 20, Kepala 

Bidang Peuanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis operasional pengembangsm penanaman 

modal baik penanaman modal asing m a u p u n penanaman modal da lam 

negeri serta menja l in kerjasama dib idang investasi; 
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f. membimbing tugas promosi dan potensi investasi kepada bawahan u n t u k 

ketepatan w a k t u dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

g. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelanc£iran tugas. 

Paragraf 4 

Kepala Seksi Penanaman Modal 

Pasal 26 

Kepala Seksi Penanaman Modal mempunya i tugas menelaah, mereneanakan 

serta melaksanakan tugas pelayanan penemaman modal sesuai pe tun juk 

pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k ter t ibnya investasi d i daerah. 

Pasal 27 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 26, Kepala 

Seksi PenEinaman menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d ib idang pelayanan penanaman modal 

sesuai k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu lkan data realisasi penanaman modal daerah sesuai j en is 

u n t u k mengetahui keadaan n i la i investasi; 

c. mengelola data realisasi penanaman modal daerah sesuad jenis u n t u k 

mengetahui perkembangannya; 

d. menyusun rencana kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai 

k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. member ikan kemudahan-kemudahan dan insent i f kepada investor sesuai 

k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

f. memperoleh adminis t ras i penanaman modal sesuai k ebu tuhan investor 

yang menanamkan modalnya d i daerah; 

g. me lakukan pendataan penanaman modal secara periodik u n t u k 

mengetahui perkembangan investasi penanaman modal ; 

h . membimbing tugas dib idang pelayanan penanaman modal kepada 

bawah£in u n t u k ketepatan w a k t u dan kekmcaran pelaksanaan tugas; dan 

i . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh £itasan u n t u k 

kelancaran tugas. 
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Bagian Keempat 

Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi 

Paragraf 1 

Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi 

Pasal 28 

Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi mempunya i tugas 

d i b idang pengendalian, data dan system informasi perizinan,, Nonperiz inan 

dan penanaman modal berdasarkan pera turan perundang-udangan yang 

ber laku. 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 28, Kepala 

Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pengendalian pengaduan dan pengelolaan 

data s(^rta sistem informasi periz inan, Nonperiz inan penanaman modal 

sesuai k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksaaan tugas; 

b. mereneanakan kegiatan pengendalian, pengaduan dan pengelolaan data 

serta sistem informasi periz inan, Nonperiz inan, penanaman modal sesuai 

ke tentuan yang ber laku u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. mend is t r ibus ikan tugas pengendalian, pengaduan dan pengelolaan data 

serta pengelolaan sistem informasi periz inan, Nonperiz inan dan 

penanaman modal sesuai j en isnya dan proses penanganan pengaduan 

serta pengendalian terhadap kegiatan usaha dan penanaman modal 

kepada kepala seksi pengendalian dan kepala seksi data serta kepala seksi 

sistem informasi sesuai tugas masing-masing u n t u k kelancaran dan 

ketepatan w a k t u ; 

d. member ikan pe tun juk kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas agar 

lebih opt imal , lancar dan tepat w a k t u ; 

e. me lakukan kegiatan pengendalian dan pemanganan pengaduan periz inan, 

Nonperiz inan dan penanaman modal secara terpadu dengan instans i 

terka i t u n t u k ter t ibnya kegiatan usaha dan mendapat lkan kepast ian 

h u k u m ; 

f. me lakukan kegiatan pengelolaan data, dokumen dan berkas-berkas 

periz inan, Nonperiz inan dan penanaman modal berdasarkan klasi f ikasi 

u n t u k mengetahui perkembangan investasi d i daerah serta tertatanya 

dokumen dan berkas periz inan; 
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g. me lakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan serta perawatan 

sistem informasi manajemen perizinan u n t u k m e n d u k u n g pelayanan 

periz inan, Nonperiz inan dan penanaman modal ; 

b. me lakukan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian, penanganan 

pengaduan, pengelolaan data serta pengelolaan sistem informasi , 

manajemen periz inan, Nonperiz inan dan penanaman modal secara berkala 

u n t u k mengetahui keberhasi lan program kerja; 

i . me lakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengendalian, 

penanganan pengaduan, pengelolaan data serta pengelolaan sistem 

informasi , manajemen periz inan, Nonperizinan dan penanaman modal 

u n t u k mengopt imalkan pelaksanaan tugas; 

j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut da lam pelaksanaan 

tugas; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala 

bidang la innya mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat 

da lam pelaksanaan tugas; 

1. menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Pengendalian 

Pasal 30 

Kepala Seksi Pengendalian mempunya i tugas di b idang pengendalian dan 

pengaduan berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 30, Kepala 

Seksi Pengendalian menyelenggarakan fungsi : 

a. menekiah kebi jakan teknis operasional pengendalian terhadap kegiatan 

usaha dan penanaman modal sesuai k ebu tuhan sebagai dasar 

per laksanaan tugas; 
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b. menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengaduan terhadap 

kegiatan usaha dan penanaman modal sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi 

program u n i t ; 

c. me lakukan kegiatan pengendalian terhadap kegiatan usaha periz inan, dan 

Nonperiz inan dan penanaman modal yang me l iput i kegiatan pemantauan, 

pembin aan dan pengawasan u n t u k tert ibnya kegiatan usaha; 

d. mener ima laporan pengaduan masyarakat terkai t kegiatan gangguan 

usaha mela lu i loket pengaduan u n t u k d i t indak lan ju t i ; 

e. me lakukan penin jauan lapangan secara terpadu dengan t i m teknis u n t u k 

menyelesaikan permasalahan; 

f. membimbing dan member ikan pe tun juk kepada bawahan dalam 

pelaks£Lnaan tugas pengendalian, pengaduan terhadap kegiatan usaha 

dan penanaman modal u n t u k ketepatan w a k t u dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaa tugas dengan atasan, ba ik l isan m a u p u n 

ter tul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala seksi me la lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . membuat laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh £itasan u n t u k 

kelanc£iran tugas kedinasan. 

Paragraf 3 

Kepala Seksi Data 

Pasal 32 

Kepala Seksi Data mempunya i tugas d i b idang pengelolaan data periz inan 

dan Nonpijr iz inan penanaman modal berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan 

pe tun juk teknis u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32, Kepala 

Seksi Dat£i menyelenggarakan fungsi : 

a. menelaah kebi jakan teknis pengelolaan data periz inan, Nonperiz inan dan 

penanaman modal sesuai k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 
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b. men jmsun rencana kegiatan pengelolaan data periz inan, Nonperiz inan, 

dan penanaman modal sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. me lakukan pengelolaan data dan dokumen per iz inan, Nonperiz inan dan 

penanaman modal sesuai jenis u n t u k proses lebih lan jut ; 

d. memproses peng inputan data periz inan, Nonperiz inan dan penanaman 

modal mela lu i sistem informasi manajemen sebagai bahan laporan; 

e. me lakukan pengelolaan terhadap dokumen dan berkas periz inan, 

Nonperiz inan dan penanaman modal u n t u k terciptanya arsi j j yang tertata; 

f. membimbing tugas pengelolaan data periz inan, Nonperizinan, dan 

penanaman modal u n t u k ketepatan waktu dan kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

g. member ikan pe tun juk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas 

pengelolaan data periz inan, Nonperiz inai i dan penanaman modal u n t u k 

ketepa1:an w a k t u dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dcmgan atasan, ba ik l isan m a u p u n 

tertul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subl j idang mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

j . membuat laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 4 

Kepala Seksi Sistem Informasi 

Pasal 34 

Kepala Seksi Sistem Informasi mempunya i tugas d i b idang sistem informasi 

manajemen periz inan berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk 

teknis u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 35 

Da lam me;laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 34, Kepala 

Seksi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. menelaah kebi jakan teknis sistem informasi manajemen pi jr iz inan sesuai 

k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. menjo jsun rencana kegiatan seksi sistem informasi manajemen per iz inan 

berdasarkan tugas permasalahan dan regyilasi sebagai bahan penyusunan 

strategis serta rencana kerja anggaran dinas; 

c. men5aisun konsep kebi jakan, pedoman dan pe tun juk teknis 

pengoperasian sistem informasi manajeman pelayanan periz inan, 

Nonper iz inan dan penanaman modal ; 

d . me lakukan pembangunan dan pengembangan s i s t t m informasi 

manajemen periz inan, Nonperiz inan dan j j enanaman modal ; 

e. me lakukan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajeman per iz inan 

yang me l ipu t i permel iharaan website, j a i i n gan , dan data base apl ikas i 

periz inan, Nonperiz inan dan penanaman itnodal; 

f. membimbing dan member ikan pe tun juk kepada bawahan da lam 

pelaksanaan tugas sistem informasi terhadap kegiatan per iz inan, 

Nonperiz inan dan penanaman modal u n t u k ketepatan w a k t u dan 

ke lanci i ran tugas; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dimgan atasan, baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang mela lu i 

rapat/]pertemuan u n t u k penyatuan pend£ipat; 

i . membuat laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kel ima 

Bidang Pelayanan Perizinan dan 

Nonperiz inan 

Paragraf 1 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinajri 

Pasal 36 

Kepala IBidang Pelayanan Perizinan dan Nonperiz inan mempunya i 

tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan b idang pelayanan per iz inan dan 

nonper iz inan. 



- 19 -

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 36, Kepala 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperiz inan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis operasional d ib idang pelayanan periz inan 

dan nonperiz inan, sesuai kebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mereneanakan kegiatan pelayanan periz inan dan nonper iz inan, sesuai 

skala pr ior i tas u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. mend is t r ibus ikan tugas pelayanan peri idnan dan nonper iz inan kepada 

kepala seksi pelayanan dan kepala seksi periz inan dan nonper iz inan 

sesuai tugas masing-masing u n t u k kelancaran dan ketepatan w a k t u ; 

d. member ikan pe tun juk kepada bawahan sesuai standar operasional 

prosedur (SOP) dan standar pelayanan u n t u k opt imalnya pelaksanaan 

tugas; 

e. me lakukan kegiatan pelayanan periz inan dan nonper iz inan sesuai 

j en isnya u n t u k d i te tapkan oleh atasan; 

f. me lakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan periz inan dan 

nonper iz inan seeara berkala u n t u k mengetahui keberhasi lan program 

kerja; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dc^ngan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k memperoleh pe tun juk lebih lan jut ; 

h . me lakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan 

secara langsung m a u p u n t idak langsung agar pekerjaan d i laksanakan 

tepat w a k t u dan tepat sasaran; 

i . menjrusun laporan hasi l pelaksanaan program dan kegiatan secara r u t i n 

sebagai bahan evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Pelayanan 

Pasal 38 

Kepala Seksi Pelayanan mempunya i tugas memimp in dan melaksanakan 

kegiatan seksi da lam memveri f ikasi adminis t ras i berkas periz inan, 

mengkoordinir pelayanan periz inan berdasarkan pera turan yang ber laku 

u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 38, Kepala 

Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi : 

a. mereneanakan kegiatan seksi pelayanan sesuai dengan rencana program 

dinas penanaman modal dan pelayanan 1;erpadu satu p i n t u dan pe tun juk 

p imp inan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas seksi 

pelayanan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan d i l ingkungan seksi pelayanan 

setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diber ikan agar 

pekerjaan berjalan tert ib dan lancar; 

d. memeriksa data atas permohonan iz in sesuai dengan data pemohon dan 

ketentuan yang ber laku sebagai persyaratan d i te rb i tkannya iz in; 

e. me lakukan kegiatan penert iban iz in usaha dan service mobile terhadap 

objek usaha disetiap kecamatan se kota gorontalo u n t u k peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan p r ima kepada 

masyarakat; 

f. mengevaluasi hasi l kegiatan periz inan berdasarkan data dan laporan 

u n t u k pelaksanaan pemberian pelayanan periz inan kepada 

masyarakat; 

g. melaporkan hasi l kegiatan periz inan berdasarkan data dan laporan 

sebagai eveluasi pelaksanaan pemberian pelayanan periz inan kepada 

masyarakat; dan 

h . melaksanakan tugas kedinasan la in yang d iber ikan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is . 

Paragraf 3 

Kepala Seksi Perizinan 

Pasal 40 

Kepala Seksi Perizinan mempunya i tugas melaksanakan layanan informasi , 

pengadministrasian dan rekomendasi per i j inan usaha per ikanan sesuai 

pera turan dan SOP u n t u k m e n d u k u n g kelancaran tugas Dinas. 
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Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 40, Kepala 

Seksi Perizinan menyelenggarakan fungsi : 

a. menelaah kebi jakan teknis pengelolaan periz inan sesuai k ebu tuhan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan periz inan sesuai k ebu tuhan 

u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. membagi tugas pengelolaan adminis tras i periz inan kepada bawahan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing u n t u k ketepatan 

w a k t u penyelesaiannya; 

d. member i pe tun juk kepada bawahan da lam pelaksanaan tugas pengelolaan 

adminis t ras i periz inan berdasarkan kebu tuhan agar mendapatkan hasi l 

yang maks imal ; 

e. memeriksa dokumen permohonan iz in sesuai dengan data pemohon dan 

ketentuan yang ber laku sebagai persyaratan d i te rb i tkannya iz in; 

f. me lakukan penert iban iz in usaha dan pelayanan langsung terhadap 

usaha disetiap keeamatan u n t u k peningkatan pendapatan asli daerah 

(PAD) dan peningkatan pelayanan p r ima kepada masyarakat;; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k memperoleh pe tun juk lebih lan jut ; 

h . mengevaluasi hasi l kegiatan periz inan berdasarkan data dan laporan 

u n t u k pelaksanaan pemberian pelayanan periz inan kepada masyarakat; 

i . me lakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan 

secara langsung m a u p u n t idak langsung agar pekerjaan d i laksanakan 

tepat w a k t u dan tepat sasaran; 

j . menyusun laporan hasi l pelaksanaan kegiatan periz inan secara r u t i n 

sebagai bahan evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan la in yang d iber ikan atasan ba ik l isan 

m a u p u n ter tu l is . 

Paragraf 4 

Kepala Seksi Nonperiz inan 

Pasal 42 

Kepala Seksi Nonperiz inan mempunya i tugas pengelolaan nonper iz inan 

sesuai pera turan dan SOP u n t u k m e n d u k u n g kelancaran tugas dinas. 
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Pasal 43 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam pasal 42, Kepala 

Seksi Nonperiz inan menyelenggarakan fungsi : 

a. menelaah kebi jakan teknis pengelolaan nonper iz inan sesuai k ebu tuhan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan nonper iz inan sesuai k ebu tuhan 

u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. membagi tugas pengelolaan admin is t ras i nonper iz inan kepada bawahan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing u n t u k ketepatan 

w a k t u penyelesaiannya; 

d. member i pe tun juk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan 

adminis t ras i nonper iz inan berdasarkan kebu tuhan agar mendapatkan 

hasi l yang maks imal ; 

e. memeriksa dokumen permohonan sesuai dengan data pemohon dan 

ketentuan yang ber laku sebagai persyaratan d i te rb i tkannya dokumen 

nonperiz inan; 

f. me lakukan penert iban nonperiz inan disetiap SKPD u n t u k peningkatan 

pelayanan p r ima kepada masyarakat; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k memperoleh pe tun juk lebih lan jut ; 

h . menyusun laporan hasi l pelaksanaan kegiatan nonper iz inan secara r u t i n 

sebagai bahan evaluasi; 

i . mengevaluasi hasi l kegiatan nonper iz inan berdasarkan date dan laporan 

u n t u k pelaksanaan pemberian pelayanan nonper iz inan kepada 

masyarakat; 

j . me lakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan 

seeara langsung m a u p u n t idak langsung agar pekerjaan d i laksanakan 

tepat v^aktu dan tepat sasaran; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan la in yang d iber ikan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is . 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 44 

Kelompok jabatan fungsional mempunya i tugas me lakukan kegiatan sesuai 

dengan j aba tan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 
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Pasal 45 

(1) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud da lam Pasal 44 , 

te rd i r i atas j aba tan yang terbagi da lam kelompok j aba tan fungsional 

sesuai dengan bidang keahl iannya. 

(2) Masing-masing kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d ikoord in i r oleh tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k 

oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin u n i t organisasi sesuai 

denggin tugas dan fungsinya. 

(3) J u m l a h tenaga fungsional d i t en tukan berdasarkan k e b u t u h a n dan 

beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang j aba tan fungsional d ia tur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang be;rlaku. 

BAB V I 

TATA KERJA 

Pasal 46 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan 

koordinasi , integrasi, dan s inkronisasi ba ik d i l ingkungan masing-

masing m a u p u n an tar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-

masing. 

(2) Setiap p imp inan kelompok j aba tan fungsional da lam l ingkungan Dinas 

wajib bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang. 

(3) Setiap p imp inan satuan organisasi da lam l ingkungan Badan 

berkewajiban member ikan pe tun juk , b imbingan dan pengawasan 

pekerjaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pelaksana yang berada da lam 

l ingkungan kerjanya. 

Pasal 47 

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi jakan 

yang di tetapkan oleh Wal ikota Gorontalo. 

(2) Kepala Dinas berkewajiban member ikan pe tun juk , membina dan 

membimb ing serta mengawasi pekerjaan u n s u r - u n s u r pembantu dan 

pelaksana d i l ingkungan Dinas. 
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BAB VI I 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 48 

(1) Kepala Dinas merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon l i b a tau j aba tan 

p imp inan t inggi pratama. 

(2) Sekretaris Dinas merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon 111a a tau j aba tan 

administrator . 

(3) Kepala Bidang merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon 111b a tau j aba tan 

administrator . 

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi j aba tan s t r u k t u r a l eselon IVa a tau 

j aba tan pengawas. 

Pasal 49 

Pejabat s t r u k t u r a l pada Dinas diangkat dan d iberbent ikan oleh Wal ikota 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

BAB V l l l 

UPT 

Pasal 50 

(1) U n t u k melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas 

teknis penunjang d i l ingkungan Dinas dapat d ibentuk UPT. 

(2) UPT d i p imp in oleh Kepala. 

(3) Kepala Dinas yang menyelenggarakan u r u s a n penanaman modal 

sekaligus menjadi kepala u n i t pelayanan terpadu satu p i n t u . 

Pasal 51 

Pembentukan Un i t Pelaksana Teknis sebagaimana d imaksud da lam Pasal 50 

ayat (1) d i te tapkan dengan Peraturan Wal ikota setelah d ikonsu l tas ikan 

seeara ter tu l is kepada Gubernur . 
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BAB IX 

KETENTUAN PER7.LIHAN 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i mu la i ber laku, j aba tan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan d ibentuknya j aba tan b a r u dan diangkat pejabat 

ba ru berdasarkan Peraturan Wal ikota i n i . 

Peraturan Wal ikota i n i mu la i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2017. 

Agar setia ]D orang mengetabuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

B A B X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal 2 7 i « s « B l i « r 

WALIKOTA GORONTALO, 

2016 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 27 ^•••myT 2016 

Pit. SEKRETARIS DAERAH-KQ14GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 4 2 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR ^ ' TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
D INAS P E N A N A M A N M O D A L DAN PELAYANAN 
T E R P A D U SATU P INTU KOTA GORONTALO 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

I 
_r 

SUBBAGIAN 
PROGRAM 

1 
SUBBAGIAN ADM. 

KEUANGAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
PENANAMAN MODAL 

SEKSI 
PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL 

SEKSI 
PENANAMAN MODAL 

BIDANG 
PENGENDALIAN, DATA DAN 

SISTEM INFORMASI 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

SEKSI 
DATA 

SEKSI 
SISTEM INFORMASI 

BIDANG PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN 

SEKSI PELAYANAN 

SEKSI 
PERIZINAN 

WALIKOTA GORONTALO, 

N A. TAHA 


